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t.t. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

1 

Siste1n pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik, lemahnya 

pengawasan ketidaktanggapan dalam mengubah pendekatan clan strategi 

pembangunan serta ketidakselarasan antara kebijakan dan pelaksanaan pada berbagai 

bidang pembangunan dan terjadinya krisis ekonomi telah menyebabkan melemahnya 

kemampuan pemerintah daerab dalam melaksanakan tugas secara otonom, tidak 

terdesentrali_sasinya kegiatan pelayanan masyarak.at, ketidakmerataan pertwnbuhan 

ekonomi antar daerah dan ketidakberdayaan masyarakat dalam proses perubaban 

sosial bagi peningkatan kesejahteraan diberbagai daerah. 

Ketidakadilan dalam pembagian sumber-sumber keuangan antara pusat dan 

daerah menyebabkan terjadinya peningkatan kesenjangan pertumbuhan ekonomi 

antar daerah, kurangnya kemandirian daerab dan munculnya ketidakpuasan 

masyarakat didaerah. Disamping itu, krisis ekonomi yang terjadi telah mengakibatkan 

penurunan kegiatan ekonomi diberbagai daerah. Penurunan kegiatan ekonomi 

diberbagai daerah juga menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) 

sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, pernbangunan dan 

pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonorn. 

Sejak diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Labat rnengalami pemekaran 

dengan kota adrninistratif Pagaralam pada tahWl 200 l sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku maka kota administratif Pagaralam berubah menjadi Kota Pagaralam 

-
I 
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setelah mengalami pemisahan dengan Kabupaten Lahat. Pemerintah Kabupaten Lahat 

diberi kekuasaan untuk melaksanakan clan mengatur sendiri keuangan daerahnya 

Reformasi keuangan daerah ditandai dengan diberlakukannya UU No.22 tahun 

1999 yang kemudian diganti dengan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dan daerah yang menggantikan UU No.25 tahun 1999 clan UU No.5 tahun 1974 
• 

tentang pokok-pokok pemerintah · daerah clan UU No.32 tahun 1956 tentang 

perimbangan keuangan antara negara dan daerah-daerah yang mengurusi rumah 

tangganya sendiri. Keuangan daerah diera pra reformasi dan era (pasca) reformasi 

memiliki ciri yang berbeda. 

Konsep otonomi daerah, akuntabilitas clan transparansi pengelolaan keuangan 

daerah lebih jauh dijabarkan dalarn peratu.ran pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000 

tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain itu dijabarkan 

pula melalui PP Nomor I 08 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala 

daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah. Dari ketiga PP tersebut secara asas pengelolaan keuangan daerah 

harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya sebagai salah satu wujud dari 

otonomi suatu daerah. 

Dengan hembusan reformasi yang rnasih berlangsung, tuntutan pemberian 

otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah menjadi semakin kuat. Tuntutan 

itu menyangkut pula tuntutan terhadap perimbangan keuangan antara pusat clan 
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daerah yang lebih diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan 

publik dan kesejahtaraan masyarakat. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan 

pemerintah daerah yang dituangkan dalarn bentuk angka dan menunjukkan adanya 

sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas 

maksimal untuk suatu periode anggaran (Halim, 2002:24). APBD yang 

• 
dipresentasikan di DPRD dan di masyarakat sesuai dengan program-program apa 

yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kehidupan rakyat clan bagaimana 

program-program itu dibiayai. 

Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan 

pemyataan adanya hubungan antara dana daerah dan dana pusat atau dikenal dengan 

istilah perimbangan keuangan puast dan daerah. Dana tersebut terdiri dari dana 

dekosentrasi dan dana desentralisasi. Dana dekosentrasi berbentuk dana bagi hasil 

dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHIB), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan yang 

dimaksud dengan dana desentralisasi adalah dana yang bersumber dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda 

pemerintahan, pembangunan clan pelayanan masyarakat wajib menyarnpaikan laporan 

pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah 

berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk 

menganalisis k:inerja pemerintah daernh dalam mengelola keuangan daerahnya adalah 
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dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan keuangan pada APBD. Analisis ini 

dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode 

dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana 

kecenderungan yang terjadi. 

Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas diterapkan 

pada lembaga perusahaan yang komersial, sedang pada lembaga publik khus~nya 
• 

pemerintah daerah masih sangat terbatas. Hal itu karena: 

1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintahan daerah 

yang sifat cakupanya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh 

lembaga perusahaan yang bersifat komersil. 

2. Selama ini penyusunan APBD masih dilakukan berdasarkan perimbangan 

incremental budget yaitu besamya masing-masing kornponen pendapatan clan 

pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah prosentase tertentu 

(biasa.nya berdasarkan tingkat inflasi). Oleh karena disusun dengan 

pendekatan secara incremental maka seringkali mengabaikan bagaimana 

rasio keuangan dalarn APBD. Misal adanya prinsip "yang penting pendapatan 

naik rneskipun untuk menaikkan itu diperlukan biaya yang tidak efisien". 

Menurut pasa1 20 Peraturan Pemerintah Nomor 105, APBD seharusnya 

disusun dengan pendekatan (performance budget). 

3. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan daerah, Iebih ditekankan pada pencapaian target, 
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sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada 

komposisi ataupun struktur APBDnya 

Bertitik tolak dari uraian, maka skripsi ini diberi judul "Analisis Rasio 

Keuangan APBD Kabupaten Labat Sebelum dan Sesudah Pemekaran sebagai 

· alat untuk Menilai Kinerja PEMDA dalam Mengelola Keuangan Daerabnya." 

.1.2. Perumusan Masalah • 

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggung jawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan 

daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang -undangan yang 

berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 

asas keadilan dan kepatuhan. Kemarnpuan pemerintah dalam mengelola keuangan 

dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan 

kemarnpuan pemerintah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat 

Penggunaan analisis ?15io pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum 

banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat 

mengenai nama dan kaidab. pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka 

pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan 

akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipcn kaidah 

pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki 

perusahaan swasta (Halim,2002 :127). 
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Dari uraian, permasalahan yang akan dibahas adalah 

1. Bagaimana Kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat dalam Mengelola Keuangan 

Daerahnya Sebelum dan Sesudah Pemekaran dengan menggunakan analisis 

rasio keuangan sebagai tolok ukurnya ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang membedakan pengelolaan keuangan daerah 

sebelum dan sesudah pemekaran? 

• 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian · 

Penelitian merupakan :suatu cara pemecahan masalah yang digunakan dalam 

ilmu pengetahuan disamping untuk melihat perbedaan teori dengan kenyataan dan 

se]anjutnya menggunakan prinsip-prinsip dan metode secara sistematis dalarn 

mengumpuJkan data secara objektif. 

Maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah : 

1. Menilai kemandirian daerah Pemerintah Kabupaten Labat dalam membiayai 

penyelenggaraan daerah. 

2. Mengukur efektifitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten La.hat dalam 

merealisasikan pendapatan daerahnya. 

3. Mengukur sejauh mana aktivitaas Pemerintah Kabupaten La.hat dalam 

membelanjakan pendapatan daerahnya. 

4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan da1m 

pembentukan pendapatan daerah Kabupaten Lahat. 
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5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten La.hat selama beberapa periode. 

6. Membandingkan analisis rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat 

sebelum dan sesudah pemekaran. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakul:an dengan harapan d~pat rnemperoleh manfaat seperti : 

1. Bagi penulis, penelitian ini dibarapkan dapat memperluas dan memperkaya 

pengetahuan penulis melalui perbandingan antara pengetahuan yang 

diperoleh penulis selama di banglar kuliah dengan realita yang ada 

dimasyarakat. 

2. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi untuk keadaan yang memenuhi 

kriteria yang sama dan memberikan pemikiran baru bagi penulis lainnya. 

3. Memberikan saran-sara.'1 yang diharapkan dapat membantu pibak Badan 

Keuangan daerah Kabupaten Lahat. 

1.4. Kerangka Pemikiran 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (1998 : 297) definisi Rasio Keuangan adalah 

"Rasio keuangan ada]ah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu 

pos laporan keuangcit1 dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang 

relevan dan signifikan." 
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Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum 

banyak dilakuk.an, sehingga secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan 

kaedah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka. pengelolaan keuangan 

daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio 

terhadap APBD berbeda dengan Japoran keuangan yang dimiliki oleh perusahaan 

swasta. 
I 

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengari membandingkan hasil 

yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga 

dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. ~elain itu dapat pula 

dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu 

pemerintah daerah tertentu dengan rasio daerah lainnya yang terdekat ataupun yang 

potensi daerahnya relatif sama untu1c dilihat bagaimana posisi rasio keuangan 

pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah : 

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat). 

2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam penyusunan APBD berikutnya 

3. Pemerintah pusat/propinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan 

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. 

4. Masyarakat dan kreditor, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham 

pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi. 

Rasio keuangan APBD adalah usa.ha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan 

berdasarkan keuangan yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan pemerintah yang 
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dinyatakan dalam satuan uang yang meliputi rencana pengeluaran dan rencana 

pemenuhan pengeluaran tersebut 

Adapun beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan 

yang bersumber dari APBD antara lain : 

I. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. 

2. Rasio Efektifitas clan Efisiensi. 

3. Debt Service Coverage Ratio. 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak 

dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial yang 

menyata.kan (Mardiasmo,2002 : 61-62): 

1. Berapa biaya atas rencana yang dibuat (peng]uaran, belanja) 

2. Berapa banyak clan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai 

rencana tersebut (pendapatan). 

Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan 

suatu anggaran. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilisator antara 

pengelolaan dana publik . dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan 

uang publik. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan 

pemerintah yang dituangkan dalam bentuk angka yang menunjukkan adanya sumber 

yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran. 

Karena biaya penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung oleh daerah 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),maka pengarahan 
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wewenang pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah haruslah disertai dengan 

penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Daerah hams ma.1!1pu menggali swnber­

sumber keuangan yang ada didaerah, disamping itu didukung oleh perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara propinsi dan 

kabupaten/kota. 

Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

swnber pendapatan daerah untuk membiayai APBD terdiri dari : 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

2. Dana Perimbangan. 

3. Pinjaman Daerah. 

4. Lain-Jain Pendapatan Daerah yang sah. 

1.5 Metodologi Penelitian . 

1.5.J .. Ruang Lingkup Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan sehingga rnenjadi terarah dan tidak 

· menyimpang dari masalah-masalah yang d.ihadapi, maka penulis memberikan 

batasan-batasan dalam penulisan skripsi ini. Dalam skripsi ini penulis membatasi 

ruang lingkup pada masalah-masalah yang ada hubungannya dengan judul skripsi. 

Rua.11g lingkup yang clibahas clidasarkan pada data yang terdapat pada perhitungan 

APBD KabupatenLahat tahun Anggaran 1999 sampai dengan Tahun Anggaran 2004. 
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t.5.2. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memudahkan data yang relevan guna mendukung analisis penelitian, 

maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Studi lapangan 

Metode ini untuk mendapatkan data primer, yaitu pengumpulan data dengan 

jalan melakukan pengamatan Jangsung terhadap objek penelitian yang 

melalui: 

a Wawancara 

Data dilrumpulkan ·~cara langsung melalui tanya jawab secara lisan 

dengan pihak-pihak rang bertanggungjawab. 

b. Dokumentasi 

Yaitu mengumpulkan data-data dan infonnasi yang dibutuhkan dalam 

penulisan skripsi ini dari arsip bagian keuangan clan administrasi. 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca 
. 

literatur yang relevan dengan pennaslahan yang diteliti untuk mendapatkan 

landasan teori. 

1.5.3. Tehnik Analisis Data 

Untuk meng211alis masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya 

digunakan dua alat analisis, yaitu : 
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I. Analisis Kuantitatif 

Tehnik ini dilakukan dengan menganalisis dan menilai semua data yang 

diperoleh melalui perhitungan empiris (rumusan) maupun keuangan. Penulis 

menggunakan beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data 

keuangan yang berswnber dari APBD Pemerintah Kabupaten Labat tahun 

anggaran 1999 sampai tahun anggaran 2004 . 
• 

Rasio-rasio yang digunakan antara lain : 

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Kemandirian keuangan daerah ( otonomi fiskal) menunjukkkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan, pembangunan clan pelayanan kepada masyarakat yang telah 

membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan 

masyarakat 

RasioKemandirim =-----P_en_d_a....:;p_a_tan_As_li_D_a_e_rah ____ _ 
Bantuan PemerintahPusat/Proµnsi clan Pinjaman 

2. Rasio Efektivitas clan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah 

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanaknan 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil 

daerah. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio ini perlu 

disandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. 



13 

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kinerja aparatur pemerintahan 

dalam melaksanakan pemungutan pendapatan daerah. 

. . Rea1isasi Penerirnaan PAD 
Rasio Efek11v1tas = . 

Target Penenmaan PAD 

. fi . . _ Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut_·p AD 
Ras10 E 1s1ens1 -

1
. . . PAD 

Rea 1sas1 Penenmaan 

3. Rasio keserasian 

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 

memprioritaskan a1okasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja 

Pembangunan secara optimal. 

Secara sederhana, rasio keserasian itu diformulasikan sebagai barikut : 

R . B 1 . R . Tota1 Belanja Rutin IOOo/c as10 e anJa utm =-------x o 
TotalAPBD 

R . B 1 . p b Total Belanja Pembangunan IOO¾ as10 e anJa em angunan =-----"---- __;:'---X o 
Total APBD 

4. pebt Service Coverage Ratio (DSCR) 

DSCR adalah rasio yang rnenunjukkan tingkat kemampuan 

pernerintah daerah dalarn rnengernbalikan pinjamannya dan penentuan 

mengenai batas maksimal angsuran pokok pinjaman yang boleh 

dilakukan oleh pemerintah daerah. 

DSCR= (PAD+BD+DAU)-BW 
Total (pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjarnan) 
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Keterangan : 

PAD = Pendapatan Asli Daerah 

BO = Bagian Daerah 

DAU = Dana Alokasi Umum 

BW = Belanja Wajib 

5. Rasio Pertumbuhan 

14 

• 
Rasio pertumbuhan (Growth Ratio} mengukur seberapa besar 

kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan 

menigkatkan keberhasilan yang tealah dicapai dari periode ke periode 

berikutnya 

6. Mengukur Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan dalam.Pembentukan 

Pendapatan Daerah 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah 
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah 

Total Pendapatan 

RealisasiDana Perimbangm 
KontribusiDanaPerimbanga:i 

Total Pendapatan 

K tn.b : p· . D h Realisasi Pinjaman Daerah on us1 mJaman aera =---------
Total Pendapatan 

K tn.b . Lain 1 . p da tan Realisasi lain - lain Pendapatan on us1 - am en pa =--------_..;;;.. __ 
Total pendapatan 

2. Analisis Kualitatif 

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan teori-teori yang bersifat umum 

yang dijadikan kerangka berfikir chbandingkan dengan fakta yang sesungguhnya 
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dihadapi. Dengan cara kualitatif, penulis akan mengumpulkan, menyusun, dan 

megevaluasi serta menginterprestasikan data yang diperoleh kemudian akan ditarik 

kesimpulan. 

1.6 Sistematika Pembabasan 

Untuk keteraturan dalam penulisan dan agar lebih mudah mengetahui isi dari 

skripsi'ini, maka pembahasannya disusun dengan sistematika sebagai berilrut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan apa yang menjadi latar belakang atas 

dipilihnya judul skripsi: ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika 

pembahasan. 

BAB Il LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang konsep ras10 keuangan, 

karakteristik pengelolaan keuangan daerah, konsep anggaran, karakteristik 

anggaran sektor publik, penyusunan anggaran den_gan pendekatan kinerja, 

pengelolaan keuangan daerah (APBD), prinsip-prinsip penyusunan clan 

bentuk APBD, struktur APBD, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. 

BAB ill GAMBARAN UMUM PEMERINTAB KABUPATEN LABAT 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai sejarah umum Kabupaten Labat, 

struktur organisasi, visi, misi, kondisi keuangan pada APBD Kabupaten 

Lahat. 
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BAB IV ANALISIS RASIO PADA APBD PEMERINT AH KABUPA TEN 

LABAT 

Pada bab ini penulis akan menjabarkan analisis ras10 pada APBD 

Kabupaten Lahat sebagai suatu alat untuk mengukur kinerja pemerintah 

daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dan menghubungkannya 

dengan teori-teori yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan mengenai basil pengolahan 

dan penganalisaan data yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Akhimya 

sebagai masukan, penulis juga mengemukakan saran-saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat guna membenahi kekurangan-kekurangan yang ada. 
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